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Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan
Biasa Nomor: B — 82/N.3.12/Ep.1/04/2009, tanggal 16 April 2009.

Lampiran Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
Kota Payakumbuh Periode 2009 — 2014, tanggal 30 Oktober 2008.

Laporan Polisi No.Pol.: LP/A/01/111/2009/Resta, tanggal 28 Maret 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-V1/2008, Tanggal 2 Desember
2008.

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 73/Pid.B/2009/PN.PYK, tanggal
22 April 2009.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 79/PID/2009/PT.PDG, tanggal 28
April 2009.

Risalah Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 79/P1D/2009/PT.PDG.

Surat Penerimaan Laporan Nomor: 03/Lprn/PWS-PU/111-2009, tanggal 25 Maret
2009.

Surat Penetapan Ketua  Pengadilan  Tinggi Padang Nomor
79/PT.PID/2009/PT.PDG, tanggal 27 April 2009.

Laporan dan Modul

Bawaslu RI, Buku Laporan Panwas 2004.

-------------- , Laporan Panwaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009.
-------------- , Laporan Panwaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009.
-------------- , Laporan Sementara Panwaslu Propinsi per 25 Agustus 2009.



